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ABSTRAK

Korporasi adalah sebuah entitas hukum yang berbeda dengan manusia
biasa dalam bentuk pertanggungjawabannya, namun dewasa ini telah banyak teort
yang membuat suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
Pertanggungjawaban pidana korporasi telah diimpelentasikan dalam berbagai
peraturan perundang — undangan, salah satunya undang — undang lingkungan
hidup.

Dalam penyelesaian sebuah kasus Lingkungan Hidup dapat digunakan
penyelesaian melalui sistem hukum pidana. Sistem hukum pidana disini berarti
termasuk pemberian sanksi pidana nya, dan dalam hukum pidana dikenal adanya
sanksi pokok dan sanksi pidana tambahan akan tetapi dalam praktek pidana

tambahan jarang dijatuhkan dalam putusan tindak pidana lingkungan hidup.

Kata Kunci : Korporasi, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Sanksi Pidana, Pidana

Tambahan.
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ABSTRACT

Corporation is an legal entity that differs itself from human from its legal
responsibilities perspectives, but now there is many theories that makes a
corporation liable from a criminal law perspectives. Corporate criminal liability

has been implemented in many act one of which is environmental law act.

In a settlement of a environmental case it can be done through criminal
law system, criminal law system here includes the administration of penal
sanction. In a criminal law system there is a principal sanction and a additional
sanction but in practice additional sanction rarely administered in a

environmental case judgment.
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